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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTAL0

PERATURAN BUPATI BONE B0LANG0
NOMOR   Z  .  TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang      : a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah
Nomor     18    Tahun    2017    tentang    Hak    Keuangan    dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat
Daerah,            dan peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor 6       Tahun  2019  tentang Pelaksanaan  Hak Keuangan
dan  Administratif Finpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat   Daerah,   perlu   melakukan   penyesuaian   atas   Hak
Keuangan   Pimpinan   dan   Anggota   DPRD   Kabupaten   Bone
Bolango;

b.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud

Mengingat          :   1.
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pada   huruf  a,   perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati   Bone
Bolango  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan   Bupati
Bone Bolango  Nomor 24 Tahun  2017  tentang Penetapan  Hak
Keuangan   Pimpinan   dan   Anggota   DPRD   Kabupaten   Bone
Bolango;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi   Gorontalo   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun    2000    Nomor:    528,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4060) ;

Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2003  tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  26,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4269);



3.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2003

Nomor  47,  Tambahan  Ifmbaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

4.   Undang-Undang       Nomor       1        Tahun       2004       tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Repoblik    Indonesia    Tahun    2004    Nomor    5,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan

Pengelolaan     dan     Tanggung     Jawab     Keuangan     Negara

(I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Republik   Indonesia
tahun 2004 Nomor 66 Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

6.   Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2014   tentang   Majelis

Perlnusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Pelwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan   Daerah,   dan   Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah

(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia     Tahun      2014
Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5568);

7.   Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004  tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daera

(I.embaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun      2004
Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4438) ;

8.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 244,  Ta.mbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

9.   Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi

Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 5601);



10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah  (I.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

11.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2018    tentang

Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan  Pervakilan  Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Repoblik   Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

12.Peraturan    Pemerintah    Nomor    17    Tahun    2017    tentang

Pembinaan      dan      Pengawasan      Atas      Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Republik   Indonesia   Tahun    2017    Nomor    105    Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ;

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak

Keuangan   dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan

Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia   Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang

Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

15.Peraturan  Daerah  Kabupaten Bone Bolango  Nomor 67 Tahun

2007   tentang   Pokok-pokok   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
Kabupaten Bone Bolango;

16.Peraturan    Daerah    Kabupaten    Bone    Bolango    Nomor    6

Tahun    2019    tentang    Pelaksanaan    Hak    Keuangan    dan
Administratif Flmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Memperhatikan : 1.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria
Pemerintah Daerah ;

2.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhik Indonesia Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3.   Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Republik     Indonesia

Nomor  62  Tahun  2017  tentang  Pengelompokan  Kemampuan



Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :  PERATURAN   BUPATI   BONE   BOLANGO   TENTANG   PERUBAHAN

KEDUA  ATAS  PERATURAN  BUPATI  BONE  BOLANG0  NOMOR  24

TAHUN  2017  TENTANG  PENETAPAN  HAK  KBUANGAN  PIMPINAN

DAN      ANGGOTA      DEWAN      PERWAKILAN      RAKYAT      DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Merubah  isi  lampiran  11  Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor  24

Tahun 2017 tentang Penetapan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah     Kabupaten     Bone     Bolango

sebagalmana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Bone Bolango.
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Diundangkandi`Suwa
pada tanggal    3  Januari
SEKRETARIS DAEB KABUPA

2020
EN BONE BOLANGO,

Ir.  H. ISHAK NTOMA
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR  2
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
JlrL FfrofiDR.Ing.B.J.Hahibie No.1 PUSAJT PERKANTORAN BONE BOIANGO

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OBJEK

Suwawa,        Januari 2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE B0IANGO

: PBRATURAN   BUPATI   BONE   BOLANGO   TENTANG   PERUBAHAN

KEDUA  ATAS  PERATURAN  BUPATI  BONE  BOLANGO  NOMOR  24

TAHUN  2017  TENTANG  PENETAPAN  HAK  KEUANGAN  PIMPINAN

DAN      ANGGOTA      DEWAN      PERWAKILAN      RAKYAT      DAERAH

KABUPATEN BONE B0LANG0

PENGELOLA   : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan   dan  Tanda  Tangan   Atas  Peraturan   Bupati
Bone Bolango



PEMERINTAH IIABUPATEN BONE BOLANGO

DPRD
Jln. ]ln.  Dr. Zainal Umar Sidiki NoiTlor  1  Desa Moutong Kec.Tllongkablla

Kepada Yth
Dari

Nomor
Tanggal

Perihal

TELAAHAN STAF

Bupati Bone Bolango

Ketua  DPRD  Kabupaten  Bone Bolango

170/DPRD-BB/02.a/I/2020

03 Januari 2020

Permolionan Penyesuaian Besaran Nilai Tunjangan Pemumahan dan TIJnjangan
Transportasi Ahggota DPRD Kabul)aten Bone Bolango.

I.  D   a   s   a   r 1.    Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bone
Bolango dan Kabupaten Pohuwato di  Provinsi Gorontalo;

2.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan    Daerah
sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
2015  tentang  Perubahan  Kedua  Alas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   18  Tahun   2017   tentang   Hak   Keuangan   dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

4.    Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Standarisasi
Sarana dan  Prasarana  Kerja Pemerintahan  Daerah;

5.    Peraturan   Bupati   Nomor   2  Tahun   2018  tentang   Penetapan   Hak   Keuangan
Pimpjnan dan Anggota  DPRD Kabupaten Bone Bolango;

6.     Hasil  Keputusan  Rapat antara  Badan Anggaran  DPRD  Kabupaten  Bone Bolango
dengan llm Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten  Bone Bofango pada rapat
pembahasan  anggaran bulan  Desember 2019.

11.  Pertimbangan           :     a.   bahwa   besaran  Tunjangan   Perumahan  dan  Tunjangan  Transportasi   Pimpinan
dan   Anggota   DPRD   Kabupaten   Bone   Bolango   yang   telah   ditetapkan   dalam
Peraturan  Bupati  Nomor 2 Tahun  2018 tentang  Perubahan atas Peraturan  Bupati
Bone   Bolango   Nomor   24   Tahun    2017   tentang    Penetapan    Hak   Keuangan
Pimpinan    dan    Anggota    DPRD    Kabupaten    Bone    Bolango,    perlu    dilakukan
penyesuaian  besaran nilai sebagai  penghormatan terhadap kelembagaan DPRD;

b.   bahwa  penyesuaian  besaran  nilai  sebagaimana  dimaksud  tldak  melebihi  besaran
_   A nmrai  Tunjangan  Perumahan  dan  tunjangan  Transportasi  yang  dltetapkan  oleh

E, q.'
12)

rnur Gorontalo untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
besaran

:`E`.T-`J,,`if!

nilaj sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagaj berikut:
ngan  Perumahan:

a)    Ketua
b)    Wakil  Ketua
c)    Anggota
Tunjangan Tra nsportasi

Ketua
Wakil  Ketua
Anggota

:  Rp.15.000.000,-
:  Rp.14.000.000,.
:  Rp.13.500.000'-

:  Rp.0,-
:  Rp.0,-
:  Rp.9.850.000,-

|7di;=£la#eraranfu#:an`B#pe##rvaeneENd::gaokendpedehurutadanb



Ill, Saran                    Berdasarkan   pertimbangan-pertimbangan   sebagaimana   dimaksud   di   atas,   dengan
hormat disampaikan  kepada  Bapak Bupati,  kiranya  berkenan  menyetujui  penyesuaian
besaran  nilai Tunjangan  Perumahan  dan Tunjangan Transportasi  bagi  anggota  DPRD
Kabupaten  Bone Bolango.

Demikian  telaahan  staf ini  kam  sampaikan.  Atas  perhatian  dan  persetujuan  Bapak  Bupati,  kami
ucapkan terima kasih.


